DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afala, La Ode Machadani. 2019. Rezim Adat Dalam Politik Local,
Komuniyas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal.
Malang: UB Press

Bakri, Muhammad. 2007. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (paradigm
baru untuk reformasi agrarian). Citra Media Hukum.

Bernard L. Tanya dkk. 2007. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang dan Generasi. CV. Kita, Surabaya.

Hadjon, M Philipus. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.
Surabaya; PT Bina limu.

Hafid, Abdul. 2013. Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat
Kajang. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar Dan Enerbit De La
Macca.

Humaeni, Ayatullah. 2016. Etnis Bugis Di Banten. Banten; LP2M IAIN
SMH Banten.

Indra Tjahyadi. 2019. Kajian Budaya Lokal.Lamongan; Pagan Press.

Irwansya. 2020. Penelitian Hukum Pilih Metode & Praktik Penulis Artikel.
Jakarta; Mirra Buana Media.

Ishag. 2014. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Jakarta; PT. Rajagrafindo
Persada.

Ismi, Hayatul. 2017. Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Di Indonesia. Forum Kerakyatan.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di
Indonesia

Mulyadi, Lilik. 2017. Eksistensi, Dinamika Dan Perlindungan Hukum
Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia.
Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
2017.

Pide, Suriyaman Mustari. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan
Datang. Prenada Media.

Sambiring, Rosnidar. 2017. Hukum Pertanahan Adat. Depok; PT
Rajagrafindo Persada.

110



Santoso, Urip. 2013. Hukum Agraria. Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group.

Yulia. 2016. Hukum Adat. Unimal Press.

Jurnal/Disertasi

Achmad, Isyrofah Amaliyah. dkk. 2020. Kewenangan Hak Menguasai
Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung. Soumatera
Law Review.

Alfiansyah, dkk. 2018. Perilaku Politik Towani Tolotang di Amparita
Kabupaten Sidenreng Rappang. ETNOSIA: Jurnal Etnografi
Indonesia.

Darma, Melvin Kurniawan. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan
Hukum Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat (Studi Kasus: Masyarakat
Adat Megow Pak Tulang Bawang Di Lampung). Jurnal Hukum
Adigama.

Gayo, Ahyar Ari. 2018. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi
Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal
Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The
Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)).
Jurnal Penelitian Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan
Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1.

Iskandar, Jamaluddin. 2019. Kepercayaan Komunitas Towani Tolotang.
Al-Tadabbur, Volume: V Nomor: 1.

Kurniawan, Rahmat. dkk. 2020. Persebaran Tolotang Setelah Aksi DI/TII
Di Kabupaten Sidenreng Rappang 1966-2018. Pattingalloang; Vol 7
No 1.

Laturette, Adonia Ivone. 2021. Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada
Kawasan Hutan. Sasi, Volume 27 Nomor 1.

Lestari, Rika. Sukisno, Djoko. 2021. Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten
Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan
Hukum Adat. JH lus Quia lustum.

Lita, Helza Nova. Nasution, Fatmie Utarie. 2013. Perlindungan Hukum
Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan. Lex Jurnalica Volume
10 Nomor 3.

Maidin. Andi M Rusdi. 2017.Model Kepemimpinan Uwatta Dalam
Komunitas Tolotang Benteng. Makassar: Sah Media.

111



Pahabol, Hosea. 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas
Hutan Di Provinsi Papua (The Legal Protection Of The Right Of The
Civil Law Community On The Forest In Papua Province).

Pide, Suriyaman Mustari. 2004. Eksistensi Juridis Dan Realitas Social Hak
Kolektif Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Pascaundang-Undang
Pokok Agraria.

Sorisi, Arming. 2013. Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Komunal
Asyarakat Adat Di Indonesia. Lex Administratum, Vol. lll/No. 7.

Undang-Undang/Peraturan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang
Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri ATR Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak
Komunal Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat
Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Website Online

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, https://kkp.go.id
Hasil Sensus Penduduk 2020, https://www.bps.go.id
https://sidrapkab.bps.go.id

112


https://kkp.go.id/

